WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 116 TAHUN 2017

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN BESARAN PENGHITUNGAN
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4)
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Kemampuan Keuangan
Daerah dan Besaran Penghitungan Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Tunjangan Reses Tahun 2018;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 859);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN
DAERAH DAN BESARAN PENGHITUNGAN TUNJANGAN
KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk

menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan
berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan
Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang
yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
setiap melakukan reses.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah APBD Kota Yogyakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
DPRD Kota Yogyakarta.



6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogayakarta.

7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Dasar Penghitungan

Pasal 2

(1) Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan

umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.

(2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.

(3) Belanja pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai

aparatur sipil negara.

Bagian Kedua
Data Penghitungan

Pasal 3

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah

merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun

anggaran yang direncanakan.

Bagian Ketiga
Kategori

Pasal 4

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut:

a.

di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah)

dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;

.Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan

Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan

pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan

. di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada

Kemampuan Keuangan Daerah rendah.



Bagian Keempat
Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2016

Pasal 5

(1) Pendapatan umum daerah tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) sebesar Rp.1.264.293.570.238,63 (satu triliun dua ratus enam puluh
empat milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu
dua ratus tiga puluh delapan koma enam puluh tiga rupiah).

(2) Belanja pegawai aparatur sipil negara tahun 2016 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp 695.113.093.858,00 (enam ratus sembilan
puluh lima milyar seratus tiga belas juta sembilan puluh tiga ribu delapan
ratus lima puluh delapan rupiah).

(3) Kemampuan Keuangan Daerah tahun 2016 sebesar Rp 569.180.476.380,63
termasuk kategori tinggi (lima ratus enam puluh sembilan milyar seratus
delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan

puluh koma enam puluh tiga rupiah).

BAB III
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
Bagian Kesatu
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 6

Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali uang

representasi Ketua DPRD setiap bulan.

Bagian Kedua
Tunjangan Reses

Pasal 7

Tunjangan Reses diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD

setiap melaksanakan reses.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 118



